WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR: 40 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN A
KUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

Menimbang : a.

Mengingat

—
.

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA MAGELANG

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara
luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam
pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk
memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK-BLU) maka perlu
adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dimaksud;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka pe_rlu menetapkan
Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

sehagai Badan Layanan Umum Daerah.

or 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

< Nom
Undang-Undang Propinsi Jawa Timur, Jawa

daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Tengah, dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara;

Undang-Undang Nomor { Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangam;
. Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
_Undang Nomor 15 '
E:fgﬁ%& daf Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang . ... . .



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2

Undang-Undang Nomor 32.Tah
sebagaimana telah diubah beb;z 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenpa kali terakhir dengan Undang-

tang Perubahan K -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerint:h deatll'zhﬁ'uas Frdane

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 i
5 tent
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah De‘;ei:}gl.f’enmbmgan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200
Keuangan Badan Layanan Umum: 5 tentang Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pernerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Igabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah,

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85
Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pernerintah;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahe}n,
Pengundangan dan Penyebarluaskan Peraturan Perundang-Undangan;

2 Tahun 20'68 tentang Urusan Pemerintahan

rah Nomor
Perairnt,__£2 Pemerintah Kota Magelang;

yang Menjadi Kewenangar

thuran Susunan, Kedudukan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang ’
gg;aTugas Po?cok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

eri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

: Ne
Perafucan Kiep = ];a":}arlrfl)aeral% sebagaimana telah diubah dengan

Pengelolaan Keu?nDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

geﬁ%larﬁgn Iz:/tlaesn?;annan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
e .
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri . ......



20. Peraturan Menteri Dalam INe ot
Pedoman Teknis Pengelolaan Kegu;LgI:I?r];ﬂJ]g-l Tahun 2007 tentang

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang

Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan

Satuan Kerja Instansi Pemerintah un
Badan Layanan Umum; tuk Menerapkan Pola Pengelolaan

22, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PM
K.02/2006 tentan
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; :

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang
Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman

Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan
Pegawai Badan Layanan Umum;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa
pada Instansi Pemerintah Pola Badan Layanan Umum di Lingkungan
Departemen Kesehatan;

26. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direkteur
Jenderal Piutang dan lelang Negara Nomor HK.00.06.1.3.5145/Nomor :
Kep-I15/PL/2003 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara
Pelayanan Rumah Sakit;

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan
dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN
’ TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG SEBAGAI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

]ljalag Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
aerah adalah Kota Magelang
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang

Wali : elang : i
Run?;ﬁt% :i?tla{lj fﬂkg:eﬁgl{ota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD adalah

Rumah Sakit Umum Milik daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan
it Um
Badan Layanan Umum (PPK-BLU)-

2.
3,
4,

5. Badan Layanan. ......



10.

11

12.

13.

14,

5.

16.

17,

Layanan Umum Daerah yang selanjut ,
B gkungan Pemerintah Daerah yang diben tdll;l nya disebut BLUD adalah instansi

erupa penyediaan : 4

“;au?;fna;:; b danpdzﬁanil melakglira?ln i/:;?:tﬁ E;’Zagigdgguil tanpa mengutamakan mencari

oduktivitas. arkan pada prinsip efisiensi dan
pola Pengelolaan Keuangan RSUD, yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa  keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
hangsa, scbagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.
Pejabat Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) adalah pejabat
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD
yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan
Catatan Atas Laporan Keuangan. )
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang
memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pancapaian kinerja
rumah sakit. |
Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin,
pejabat keuangan dan pejabat teknis. _
Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat‘ pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD yang dipimpinnya.
Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan atau hak RSUD
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau akibat lainnya yang sah.
Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu
dibayar kembali.
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekenin
lancar dalam periode tahun anggaran bersan

Pembayarannya kembali oleh RSUD. -
Hutang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan

Peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya. e'konoml RSUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adal?h dokumen
Perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target

kinerja dan anggaran oleh RSUD-
Dokumen Pelaksanaan anggaran RSUD yang SEEI
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
Pelaksanaan anggaran oleh RSUD.

g kas yang mengurangi ekuitas dana
gkutan yang tidak akan diperoleh

anjutnya disingkat DPA-RSUD adalah
yang akan digunakan sebagai dasar

18. Badan Layanan. ......



5, Sotuan pemeriksaan 'Inte?n .adalah perangkat RSUD yang bertu ukan
pengﬁwasan dan p-eng.endahan mnternal dalam rangka membanty pemim giisR;lI;l)ak
peningkatkan kinerja  pelayanan, keuangan dan social : o

menyelenggarakan bisnis sehat.

19, Dewan pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi
yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RS

responsibility dalam

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi RSUD Kota Magelang
eliputi:
= a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
b. perencanaan dan penganggaran
¢. pelaksanaan anggaran '
d. perubahan anggaran
e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban

BAB IlI
PEJABAT PENGELOLA RSUD KOTA MAGELANG

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola RSUD

Pasal 3

Pejabat pengelola RSUD terdiri atas:

8 Direktur selaku pemimpin RSUD : :
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku koordinator pejabat keuangan, dan

¢. Wakil Direktur Pelayanan selaku koordinator pejabat teknis

Bagian Kedua
Penanggung J awab

Pasal 4

(1). Direktur selaku pemimpin RSUD Kota Magelang adalah penanggung jawab umum

Operasional dan keuangan RSUD.
). Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
4. menyiapkan rencana strategis bisnis;
b. menyiapkan RBA tahunan;
¢. mengusulkan calon koordin
ketentuan yang berlaku; "
d. menyampaikan pertanggung].awaban n
€. menandatangani Surat Perintah Penc
dipersamakan.

ator pejabat Keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan

erja' operasional dan keuangan; dan '
airan Dana (SP2D) atau dokumen yang

Bagian Ketiga . ....



. Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan RSUD

Pasal §

W il Direktur Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan RSUD adalah

penﬂng

gungjawab keuangan.

) Penangg‘mg\i awab keuangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewaj ibah

a.

e EF@ e e o

mengkoordinasikan penyusunan RBA;

menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;

melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakukan pengelolaan utang piutang;

menyusun kebijakan p engelolaan barang, aset tetap dan investasi;
menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan;
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD

Pasal 6

(1). Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan RSUD.

(2). Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

b.

e e QY PR O A O

). Direktur menetapkan bendahard Peneri;“naan
melaksanakan tugas kebendaharaan daiam !

. melakukan penatausahaan persediaan,

meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP) pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran; ) . .
meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, tunjangan pegawal serta
penghasilan lainnya; _

melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran ( SPP);

. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

melakukan verifikasi harian atas penerimaat;
melaksanakan akuntansi;

. menyiapkan laporan kevangan;
. melakukan penatausahaan utang/prutang;

melakukan penatausahaan penerimaa:ﬁiutang;
neeluaran/utang; . '
o pcnatausahaan s aset tetap dan investasi; dan

melakukan penatausahaan ekuitas.

Bagian Kelima

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 7

dan bendahara pengeluaran untuk
gka pelaksanaan anggaran.

2. Bendahara . ...



gahara penerimaan dan bendahara pengel ;

Z_Ben . r4 pengeluaran baik secara 1 .

O fogong dlerag melsolan keioan peragangan, pekeriuan. pemborongn da

penjualan jasa at sebagai penjamin atas kegiatan /peke -pan/ g, G
embuka rekening atau menyimpan u pekerjaan/penjualan serta

an
Jginnya atas nama pribadi. 8 pada suatu bank atau lembaga keuangan

dahara penerima dan atau bendahara |

(). Bendatid . pengeluaran dalam melaksanakan tu

t dibantu oleh bendahara penerim eASnYA
s:glabantu. P a pembantu dan atau bendahara pengeluaran

Bagian Keenam
Pejabat Teknis

Pasal 8

(1). Wakil Direktur Pelayanan selaku koordinator pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab teknis dibidang tugasnya.
(2). Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:
a, menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA dan;
¢. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang tugasnya.

. Bagian Ketujuh
Pembina Keuangan RSUD

Pasal 9

(1). Pembina keuangan RSUD dilakukan oleh DPPKD.

(2). Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, supervise, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan

keuangan,

BAR IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

asarkan pada RPJMD.

(HR renic 1 unan berd
SUD menyusun Renstra Bisnis lima tah up visi, misi, program strategis dan

) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menc
Penguk ian kinerja RSUD

( Visig sel‘:;r:;m});ﬁzpzlﬁaﬁ;fg pada ayat (2) .memuat. suatu gfiInPard@ Yandi menantang

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin ;IWUJU d'an.b ;

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang 5 A llcall? a adau

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik

@

5. Program . .o



trategis sebagaimana- dimaksud

rogram S e ud pada ayat ;o

5P ses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingg g;z:m"_"t program yang berisi
| ( satu) sampai dengan 5 ( lima) tahun pal sampai dengan kurun

den : :
‘an kendala yang ada atau mungkin timbul gan memperhitungkan potensi, peluang,

pencapaian kinerja sebagaimana dimak
() Pengik 1aksud pada ayat (2) memuat penguk
Jang dilakukan dengan mengambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berja?lagg:ergi

. ertai analisis atas faktor-faktor internal dan ekst : .
lcgnerja tahun berjalan. ernal yang mempengaruhi tercapainya

Pasal 11

1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di i
) implernentasi lima tahunan. yat (1) dilengkapi dengan rencana
) Reap implemen':la}si 1“:1? tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
gambaran program lima tanunan, pembiayaan lima tahunan. penan jawab
dan prosedur pelaksanaan program penanggungjawab program

(3) Renstra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan
RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 12

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip
anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan
pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat,
badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

Pasal 13

(1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD.

(2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang
batas tertentu. _

(3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan be.lanja yang
dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan

fluktuasi kegiatan operasional.
(4) Persentase imbangp batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menupakan

kebutuhan yang sesuai dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

() RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) memuat:
2. kinerja RSUD tahun berjalan;
b. asumsi makro dan mikro;
C. target kinerja
d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
®. perkiraan harga;
£ anggaran; ¢
§ prognosa laporan keuangan; dan
h. perkiraan maju (Forward estimate). .
2.RBA .......



A sebagaimana dimaksud pada ayat (1

s disertal d _
) anan minimal dan bi L engan usulan program, kegiat
( standar pclay biaya dari keluaran yang akan dihasilkan g egiatan,

Pasal 15

) inerja talun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:

hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tfh \

berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tgindak lanjut .

) Asumsi maKro dan mlk}‘” Sebagalm@a dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b st
|ain; asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif,
volume pelayanan dan pendapatan. ’ ’ :

(3) Target kinerja sepagai.mal}a dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ antara lain:
perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahrun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan bla_ya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang
diberikan,setelah memperhitungkan seluruh komponcen biaya dan volume barang dan
/atau jasa yang akan dihasilkan,

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan
estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya
persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan rencana
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana
pendapatan dan belanja.

(7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g
merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan
realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

(8) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) RBA disajikan sebagai bagi tidak terpisahkan dari Rancangan APBD
gai bagian yang ti Ip ]
() RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagal RKA-SKPD

Pasal 17

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada DPPKD |

Pasal 18

RBA sebagaimana dimaksud dalam Paéal 17 disampaikan oleh DPPKD kepada TAPD untuk

bahas dan diverifikasi.

Pasal 19

l:myus]_man RBA disesuaikan dengan ketentuan yang
“mber pendanaan yang berkenaan.

ditetapkan berdasarkan masing-masing

Pasal20 .......
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Pasal 20

RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

(1) sisampaikan kengla DPPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD
o padskan APED JH R Sistmpian Diskinr RSUD melakukan i
rerhadap RB A untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, SR

0 RBA difinitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD

BABYV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 21

pelaksanaan RBA. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing
sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kesatu
DPA-RSUD

Pasal 22

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit mencakup:
a. pendapatan dan belanja;
b. proyeksi arus kas; dan
¢. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.

(2) Sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember
menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4) Dalam hal DPA scbagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh DPPKD
RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun
sebelumnya.,

Pasal 23

(I) DPA yang telah Idisahkan oleh DPPKD sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) menjadi

dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD:
(2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dip
dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan pener

ergunakan untuk belanja barang
bitan Surat Perintah Membayar

(3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja

Pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.
Pasal 24

) Dpa menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan
Dire | |

) Penait;ratgf;agn perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat
melimpahkan kewenangannya kepada Qekretaris Daerah.

(1) Perjanjian . ......



11

- kinerja sebagaimana dimaksud

-an. i .
per) Jan kerja antara Walikota dan Dire

e hubung
kinet® erjanjian Kinerja sebagai di
alam P mana dimaksud pad ;
4 girektur RSUD untuk menyelenggarakan kegia{)tzna agrla; L Willkals mempaden
i eng€101a dana sesual yang tercantum dalam DPA. Reianal. o (e, ek

pada ayat (1) mery ‘ '
_ pakan manifestasi dari
ktur RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 25

pendapatan bersumber dari:

a, Jasa Layanan

b. Hibah;

.. Hasil ketjasama dengan pihak ketiga;
d. Pendapatan RSUD lainnya yang sah;
e. APBD; dan

f APBN.

Pasal 26

(1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
thuruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat.

(2) Pendapatan. yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau
badan lain.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c,
dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang
tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD. _

(4) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d antara lain:

hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan kekayaan

jasa giro

pendapatan bunga

keuntungan selisih nilai tuk

komisi, potongan ataupun
engad atau jasa. .

) Pengapgtana?naﬁ;r l?:iﬂ;néer d;ﬁ APBD sebagaimana dimaksud dalam zﬁs;.l Zzh hgrullx{f e
adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pernerintan daer -
kegiatan pembiayaan APBD. ;

©) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagal
dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksan
Peémbantuan.

ar rupiah terhadap mata uang asing;@an '
begtuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

e a0 oP

mana dimaksud dalam Pasal 25 huruf £
anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas

Pasal 27

am Pasal 25 kecuali yang berasal dari

i d dal
g embiayai belanja RSUD sesuai RBA

(1 .
) Seluruh pendapatan sebagaimana d i

giba.h terikat,dapat dikelola Jangsun
AR - pasal 25 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
) 1Sﬂti.um;ah pendapatan sebagaimana ?;Txaﬁﬁdpiilc?:}atan ol v gk
d dilaporkan sebagai jenis 7
Pendapatan RSUD.
Pasal 28 ......
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Pasal 28

ibeh orikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperlakukan sesuai
peruﬂtukamya'

Pasal 29

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan

10568 pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang
gerlaku dalam pelaksanaan APBN,

Bagian ketiga
Belanja

Pasal 30

(1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam
RBA definitif. _ . .

() Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesual dgngan standar
akuntansi keuangan.

Pasal 31

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:

a. biaya pelayanan _

b. biaya umum dan administrasi o
(2) Biaya gelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

a. biaya pegawai

b. biaya bahan

¢. biaya jasa pelayanan

d. biaya pemeliharaan

€. biaya daya dan jasa

f. biaya pelayanan lain-lain _ _
(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dirn

a. biaya pegawai

b. biaya administrasi kantor

¢. biaya langganan daya dan jasa

d. biaya promosi o

€. biaya umum dan administrasi lain-lain

aksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

), Viaya bunga;
( ) biaya administrasi bank;

(i; Eiaya kerugian penjualan asset tetap;

©) b

?aya kerugian penurunan nil_ai, dan
laya non operasional lain-lain.

Pasal33 .......
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Pasal 33

Jolaan belanja diselenggarakaﬁ secara ‘

) penge , _ a fleksibel berdasarkan k

e e kegiatan pelayanan dengan jumlah arkan kesetaraan antara
::hat' . . pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang

lolaan belanja secara fleksibel sebagai i

0 Penge ; - gaimana dimaksud pad
helanja yang disesuaikan de{lgan perubahan pendapatan dalampmiggatbggsmgupﬁzﬁ
ditetapkan dalam I'{BA definitif c!an dilaporkan dalam perhitungan anggaran e

0) pengelolaan belan_]z.:l secara ﬂek§1be1 sehagaimana dimaksud pada ayat (1) b.erlaku dalam
ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 34

(1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ditetapkan
dengan besaran persentase.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota
setelah mendapat pertimbangan DPPKD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 35

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a, huruf b,huruf c,dan huruf d dilaksanakan melalui rekening kas RSUD
pada bank yang ditetapkan Direktur RSUD.

(2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan

bendahara RSUD pada bank umum.

Pasal 36

(1) Dalam pengelolaan kas,RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran !_(as;

. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;

menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

melakukan pembayaran;
' it jangka pendek; dan
mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jang |
f. memm?faat?{nmf surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tarhbahan.
2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pgda ayat (1_1)<hu;’u£ th dilakukan sebagai
: ndah.
investasi jangka pendek pada instrument keuangan dengan resiko t _
Peneﬁmaﬁln %{gﬁgnpzdﬁ setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD
dan dila :abat keuangan RSUD: o
( PengeloiJ:;Il: inaé( E?S?)pg'ilselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

o oo

Bagian Kelima . ......
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Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 37

0 RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang,jasa,dan/atau

ransaksi yang berhubungan 1?1185111}8 maupun tidak langsung dengan ke iata’gl RS’UD

0 piutang dlkelqla secara tertlb,eﬁs1en,e'konomis,transparan dan bertanggungjawab 'serta
dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar
ketentuan peraturan perupdang:undangan yang berlaku,

) RSUD melakukan penaglhan_ plutan_g pada saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksamfkan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD
menyiapkan t?uktl dan admu.nstram penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.

) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat
dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 38

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh
pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang
berlaku.

(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

(1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional -
dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.

(2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. .

(3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pipjaman jangka pendek hanya
untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup deﬁgl‘f kas. .

(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pijaman jangka panjang hanya
untuk belanja modal.

Pasal 40

0] Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3(tiga) kali perkiraan pendapatan per

bulan -
dan surplus pendapatan kas an oleh Direktur RSUD

(2) Perikatan pinj : dek ditetapk o
(3) Besmm$t;13§1?$ gjkagg::n?zgg ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa

angsuran, _ _
@) Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan
i mana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

® Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagal
menjadi tanggung jawab RSUD-

Pasal 41

(1) Hak ta: . beban Negara/daerah kadaluwarsa setelah 5(lima) tahun
tagih mengenai utang atas D% |ain oleh undang-undang.

sej . kecuali ditetapkan lat ANg- _

oy sk g trscbut jah €19 (U gyt (1) tertand apebie S g PSS

mengajukan ta gihfn kepada daerah sebelum berakhirnya masa ;

(3) Ketentuan . ......
3) |



15
bagaimana dimaksud

etentual 5€ ak corbe a6

Ee“rajiban bumge:dan poikek pinjaman RSUD.y (1) tidak berlaku untuk pembayaran
Pasal 42

Utang dapat persumber dari:

a, pemerintaly;

b, Pemerintah daerah lain;

.. Lembaga keuangan bank;

4. Lembaga keuangan bukan bank; dan

e Masyarakat.
Pasal 43

(1) RSU'D V\:’aj ib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
(2) Pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang
tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditctapkan dalam RBA.

(3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA perubahan.

(4) Dalam hal pcmbayarr:{n bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi
anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, pemimpin RSUD dapat melakukan
pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada
PPKD.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 44

() RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu
likuiditas keuangan RSUD. )

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan

investasi j angka panjang.
Pasal 45

(1) Investasi j i dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan
, jangka pendek sebagaimana dimac al s
Investasi ya;glg ﬁapat segera dipeljualbehkawdlcalrkan, ditujukan dalam rangka

manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan,

() Investasi jangka pendek sebagai
a. deposito berjangka waktu 3 (Vg

dapat diperpanjang secard otomatis;

b. pembelian Surat Utang Negara (SUN);
C. pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI);dan
d. Pembelian Surat Perbendaharaall Negara (SPN).

mana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
(tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang

Pasal 46.. ......
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Pasal 46

p tidak dapat melakukan investasi jangka panj i '
(1) Invgstasi jangka panjang sebagaimana dimagksulzl pﬁgg;ylzcai;lgz‘:::apgs?tujuan Wkihas
. penyertaatt modal; ;
semilikan obligasi untuk masa jangka panjang:atau
+ investasi langsung ( pendirian perusahaan).

zJam hal RSUD mendirikan,membeli badan usaha N
P bDadan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah. yang berbadan hukum, kepemilikan

Pasal 47

{) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD
) pendapatan RSUD sc?bag'almana} dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara
Jangsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 48

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai

dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan
yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan
efektifitas dan/atau efisiensi.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan
barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari:

a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat; _ _
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain,dan c. hasil

kerjasama dengan pihak lain dan/atau basil usaha lainnya.

Pasal 49

maksud dalam pasal 48 ayat 4y dilaksax}ak‘an
emimpin RSUD dengan mengikuti prinsip-
akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana di
berdasarkan ketentuan yang ditetapl'can‘ p
prinsip transparasi,adil,tidak diskriminatif,

dalarn rangka peningkatan mutu pelayanai. . o )
() Ketentu angpenpga 1 a%lkbarang dan/ataujasa yang ditetapkan pemimpin RSUD sebagaimana

' -dkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang
i e o m_e;rau&]aan yang sederhana dan cepat serta mudah

lebih bermutu,lebih murah,proses Pen
menyesuaikan ’dznlgan kebuufhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 50

rasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan

ri hibah atau ketentuan pengadaan barang dan/atau
pemberi hibah.

Pel‘lga.daan barang/jasa yang dananya be
Mengikuti ketentuan pengadaan dari. pemb_e 102
132 yang berlaku bagi RSUD sepan) ang disetujul

Pasal 51.......
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Pasal 51

daan barang/jasa sebagaimana dimaksud y
(1) Pefa%gana pengadaan. dalam Pasal 48 ayat (1) dilakuken oleh

o ks g s St st s ) dpt e i, i
atau H yang ditugask ’
melaksanakan pengadaan barang damata_u jasa guna kelg’erlu alglalzsaI}lDS:ecara khusus untuk

0 pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang

memahami tata cara pengadaan,subtansi pekerjaan/kegiatan
pidang lain yang diperlukan. g yang bersangkutan dan

Pasal 52

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh tim, panitia atau unit pelaksana

schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan dengan prinsip-prinsip:

.. Obyektifitas dalam hat penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, -
kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau
jasatanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang dan/atau jasa;

b. Independensi dalam hat menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain langsung maupun tidak
langsung; dan

¢. Saling uji (cross check) dalam hat berusaha memperoleh informasi dari sumber yang
berkompeten, dapar dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan
keyakinan yang memadai dalarn melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan lain.

Pasal 53

Pengadaan barang./jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diselenggarakan

berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut: ‘ - _

() Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dilakukan dengan swakelola; ) :

(b) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah )
dilakukan dengan cara pembelian langsung; _ ; :

(¢) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
' dilakukan dengan cara penunjukan langsung; ; ‘ :

@) Pe s Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) sampal dengan

ngadaan dengan nilai Rp iah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung;

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rup! ! :
) Pengadaan dengan Igilai diatas Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar) dilakukan dengan cara

pelelangan/tender.
Pasal 54

Dalam penetapan penyediaan barang/jasa panitia pengadaan _terlebih faliuly, e

Mempero] i is dari: s di
8, Dl;ritz} I;{egijgjzna?u;(e r;{;z;adaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000-

li Y . - _
b %gistu::‘-l:l?;ggar dﬁﬁ) oleh Direktur RSUD untuk pengadaan bernilai sampai dengan
Rp. 50,000.000,000,- ( lima pulub milyer TupiaR)

Pasal 55.......
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Pasal 55

engadaan barang/jasa sebagainiana dimak

Cetentudl P e imaksud dalam Pasal 53 merupakan batas
maksima] du:. glé’ilugk allieke niilna;:g; I;Sul{ag harus membuat Standar Operasional dI;n ;fos;dur
(SOP) $€5 il/tidak diskriminati gannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien
efektif,transparan’a il/ti 1skriminatif,akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat ’

Pasal 56

Rarang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau diali ey

(l). dasar pertimbanggn ekonomis dengan cara dijual, ditukar atauhgﬁfllibkae;l;i{a:: pihak lain atas

() Sams i Sffbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai
habis,barang untuk diolah atau dijual,barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai asset tetap. -

(3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan
secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

Pasal 57

(1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus asset tetap,kecuali atas persetujuan
pejabat yang berwenang

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
RSUD Kota Magelang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umurn sesuai standar akuntansi
yang berlaku. . |

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap geb_agaxmana d1mak§ud pada
ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan basil penjualan asset tetap akibat dari penga
ayat (3) merupakan pendapatan RSUD. _

(3) Hasil( ;enjualpan assit tetgp sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara

memadai dalarn laporan keuangan RSUD. _ ‘
(6) Pengalihan dmﬂatlz,u penghapusan asset tetap ‘sebagalmana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretar1s daerMepala SKPD.
(7) Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yans tidak terkait langsung dengan tugas pokok
dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

lihan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 58

(I) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama pernerintah daerah yang

bersangkutan. dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

QT - 1ak digunakan ,
d:nnat?mdga:: c?:sa%ﬁ:ﬁhéauﬁlgaﬁiagleﬁgpcmimpm RSUD dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 59

% Guna meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak
e da ayat (1
Kerjasama sebagaimana dimz}ksud pada &y
efisiensi efektifitas dan ekonomis:

) dilakukan berdasarkan prinsip

Pasal 60.......
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Pasal 60

| Kerjosame dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dal
(1) ™ erjasama operasi; dan '
b. sewa menye'wa" ‘ .

0 Kerjasama operasi sebaga_umana d_nnaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan
ntara RSUD  dengan pihak ketiga dalam penyediaan lasilitas melalui pengelolaan
nanajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai
b s, ssbsinan s

a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h

() Sewa me.n?rew . [ P yat (1) huruf b, merupakan pernanfaatan

parang milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbafan uang.

am Pasal 59 meliputi:

Pasal 61

(1) Hasil kerjasama sebagaim'c'ma dimaksud dalam pasal 59, merupakan pendapatan RSUD.
(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung
untuk membiayai belanja sesuai RBA

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 62

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 63

Penatausahaan Keuangan meliputi:
(1) Penerimaan;
(2) Piutang;
(3) Pengeluaran;
(4) Utang;
(5) Persediaan;
(6) Aset tetap;
(7) Inventaris; dan
() Ekuitas.

Pasal 64

Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

aran kekayaan daerah
Pengehl an Uni ; UD yang mengelola uang,barang dan '

- dan Unit Kerja pada RSUD ¥

Jang terdapat pada IES Ueg vfajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana

berlaku.
maksud dalam pasal 63 sesuai perafuran perundangan yang bet

Pengglﬂm Anggaran/kuasa Penggunad

Pasal 64 . ......
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Pasal 65

enatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud da] . o
1y Emajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. am Pasal 63 didasarkan pada prinsip

penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ;
7 (ertib, efektifs “aréspar an dan dapat dipertanggungia%abkg A S i DR
: lolaan keuangan ak Te— ;
3) Sistem dan prose ur penge ceuangan akuntansi sebagaimana d
( 63 ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan gemn?;lnazg;] :rka;ugdbiﬁ;ﬁ%sal

BAB VI
PERUBAHAN RBA DAN DPA-RSUD

Pasal 66

(1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan;dan
¢. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan
DPA diatur dengan Peraturan Walikota.

Bab VII
AKUNTANSLPELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 68
(1) RSUD menerapkan sistem Informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan
praktek bisnis yang sehat.
(2) Setiap transaksi keuangan RSUD h
secara tertib.

arus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola

(1) RSuD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar

: siarbi siasi profesi akuntansi Indonesia.
akuntansi keuangan yang diterbitken g gatiJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2 : uan t
()Irré:lyge;;ilg(araag *m;znj;dilﬁﬁoga:n;:kuan pendapatan, belanja, asset, kewajiban
an basis

Maupun ekuitas dana.

Pasal 70. ......
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Pasal 70

angka penyelenggaraan akuntansi dan pel

| Dalam r 2 pelaporan keuangan berbasi

()sebagallt{ana dunaksgd dalam Pasal 69 ayat (2) Direktur RSUD %nenytfsrunasiiseb?!:kui
Juntansi yang berp? oman pada sta'ndar akuntansi sesuai jenis layanannya J

)k cbujakan akuntans sebagam'l'ana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebaéai dasar dalam
pengakt;;an,pengukmanspenyajlan dan pengungkapan asset, kewajiban,ekuitas, pendapatan

dan beoan:

Pasal 71
Proses akuntansi rpeliputi: -
,, mencatat bukti transaksi kedalam buku jurnal;
b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo;dan
d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 72

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) terdiri dari:
a. Neraca;
b. Laporan aktivitas;
c¢. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan. o '

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertal dengan laporan mengenai
kinerja.

(3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu_r.uf a merupakan laporan yang
menggambarkan posisi keuangan mengenai asset,kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu,

(4) Laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)] huruf lta mcrflp;.kan Japoran yang
berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD selama satu pertoce.

(5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_h}1ruf c mert{pakax} laporan yang
menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional,investas, dan
aktivitas ~ pendanaan dan/atau  pembiayaan yang menggambarkan  saldo

awal,penerimaan,pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

(6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimma_dimaksud_ pada ayat (1)t hrataurmt;lgl angrﬁpajfmn
catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera D

keuangan.

Pasal 73

. i Pasal' 72 ayat (1), RSUD
(1) Selai <ebagaimana dimaksud dalam
men;ist?(g:nn rﬁzﬁa;aikan fgaporan keuangan secard perkala kepada DPPKD untuk

dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi

Pemerintah., .
(%) Laporan keuangan sebagaimana Jimaksud pada ayat (1) terdiri darl

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

¢. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas Laporan keuangan

Pasal 74 .......
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Pasal 74

0 Lagofan keuangan secara berkéla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) terdiri

dari: s
a. Laporan triwulan;

p. Laporan semesteran; dan
¢, Laporan tahunan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai ;
. sctI::lah periode pelaporan berakhir. ) paikan paling lambat 1 (satu) bulan

Pasal 75

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekst i
peraturan perundang-undangan yang berlaku. stern sesuai dengan

BAB VIII
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 76

(1) Direktur bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolak ukur
yang ditetapkan dalam RBA

(2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi
dengan lapoaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1).

BAB IX
SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 77

(1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja
RSUD pada satu tahun anggaran. :

(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunaken dalam anggaran -

berikutnya kecuali atas perintah Walikota sesuai dengan kewenangannya, _dl:setc_:ﬂ.can

sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisl likuiditas

RSUD.
Pasal 78
4) Defisit anggaran ﬁéwpakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi

belanja RSUD pada satu tahun anggaran. .
(%) Defisit anggaralle dapat diajukan pembiayaannya dalam tahzxrlm anaggaran berikutnya kepada
DPPKD melalui pimpinan RSUD sesuai denga® kewenmDgaIYE ok memit
() DPPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengaj anarnggcrikumya P
defisit pelakonnaan anggaran RSUD dalam APBD (1 E1E8 ,

BAB X
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 79

K-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan

D . i
“gan ditetapkannya RSUD sebagd! B <bagai DPA BLUD

Sebagai Dojyre.. RBA definitif yang berfungs seb

Pasal 80. ......
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Pasal 80

Keteﬂman sebagaimana Sd:}malfsu:i d(z;lam Pasal 6_9 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi
dan Japoran keuangan sesual standar akuntansi keuangan mulai dilaksanakan pada tahun

08.
» BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Maéel,alﬂ
Padatanggal 2| Degeowi ber 2008

WALIKOTA MAGELANG

Vo

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2008.

ERAH KOTA MAGELANG

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 40




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

pEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTAN SI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAGELANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, nyata, efektif
den efisien, maka RSUD Kota Magelang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Tujuan penetapan RSUD Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum !:]EfL_,U)
adalah agar pengelolaan keuangan dapat dikelola ala bisnis ( business like) dengan ﬂemb}htas
dan keleluasaan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dan tugas operasional
pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pembaharuan manajemen keuangan sector
publik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memberi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD Kota
Semarang sebagai Badan Layanan Umum maka diperlukan pedoman teknis Pengelolaan
Keuangan dan akuantansi.

. PASAL DEMIPASAL

Pasal [
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2) Hurufa
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Hurufc
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f. ......
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Huruf £

,;L;ente ;nd?aiahd:g;ﬁe; t:sy:ebzl;zriloanﬁi.byang dikuasai dan/atau dimiliki

. ~akibat peristiwa masa lal i
quagfz?;h etlfqioml danlata.u social dimasa depan diharz};lkaiand:;i
d}pk n | alk oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
lukur dalam satuan uang terniasuk.sumber daya non keuangan yan
diperlukan untuk penyediaan baran e

g/jasa bagi mas
sumber-§umber daya yang dipelihara karena algs an sézzaéaﬂﬁyim
Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonorrlis
yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD Kota Magelang dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Huruf g

Cukup Jelas
Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a

Paga] 7

Pasa 8

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf ¢

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Hurufe

Cukup Jelas

Huruf £

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Hurufh

Cukup Jelas

Huruf i

Huruf j

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Huruf'k

Huruf 1

Cukup Jelas

Ekuitas dana adalah

antara asset dan kewajiban R

Cukup Jelas

B 9Cukup Jelas

1)asal 1

Cukup Jelas

0

Ayat (1)

Cukup Jelas

ekayaan bersih RSUD yang merupakan —

SUD

Ayat(2).......



Pasal 22
Pasa] 23

Pasa] 24

t(2) :
o Cukup Jelas

t(3)
e Cukup Jelas

at(4)
i Cukup Jelas

Ayat (5)

26

Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan pemerintah
daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan misi RSUD Kota Magelang.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh RSUD Kota
Magelang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekurnpulan tindakan pengerahan sumber daya baikberupa
personal,barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input )
untuk menghasilkan keluaran ( output )} dalam bentuk barang / jasa.

Ayat (6)

Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau
telah tercapai sebagai akibat penggunaan atau pemanfaatan sumber daya

(input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 25 .......
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5
Pasal A Huruf a :
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf ¢
Cukup Jelas

Huruf d
Te?lnisuk penciapatan RSUD Tlainnya yang sah adalah usaha lain yang tidak
berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD yang

menghasilkan pendapatan dengan tidak men i g
yang menjadi kewajiban RSUD. gurangi kualitas pelayanan umum

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Hibah terikat adaiah penerimaan RSUD yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga
dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan
/atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai peruntukan.
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2) i t impanan uan,
‘ - o Kas RSUD adalah rekening tempat penyimp g
%glggngan dibuka olch Dircktur RSUD pada bank umum untuk

menamp{m gg selyruh  penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran.

Pasal 42 ¢ veiwiine



pasal 42Cukup Jelas

3
pasal . Cukup J elas

44
pass Cukup Jelas

al 45
pes Cukup Jelas
pasal 46
&

pasal 4

ukup Jelas

7
Cukup Jelas

al 48
i Cukup Jelas

pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52

Cukup Jelas
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup Jelas
Pasal 60

Cukup Jelas
Pasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasa] 64

Cukup Jelas
Pagsal 65

Cukup Jelas
Pasal 66 d

Cukup Jelas
Pasg] 67 g

Cukup Jelas

28

Pasal 68, ......
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Ayat 2) . .
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan veristiwa i v
. peristiwa itu terjadi tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atay dibayar " P

70
Posil T, up Jeles

al 71
pes Cukup Jelas

pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga
tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas
Pasal 75

Cukup Jelas
Pasal 76

Cukup Jelas
Pasal 77

Cukup Jelas
Pasal 78

Cukup Jelas
Pasal 79

Cukup Jelas
Pasal 80

Cukup Jelas
Pasal 81

Cukup Jelas
Pasal 82

Cukup Jelas



